BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR
16 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI BANJAR,

bahwa pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan
merupakan salah satu objek pajak daerah sebagai
penerimaan pendapatan asli daerah yang merupakan tolak
ukur kemandirian daerah untuk melaksanakan tujuan
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;

bahwa adanya perubahan harga standar untuk nilai jual
hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan
adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah, maka
perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati
Banjar Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

bahwa dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan
batuan ditentukan dari nilai jual hasil pengambilan
mineral bukan logam dan batuan, yang salah satu
komponen pengali dalam menentukan nilai jual adalah
harga patokan yang perlu diatur dalam petunjuk
pelaksanaan pajak mineral bukan logam dan batuan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Banjar Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
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Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3681) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6813);

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjar Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banjar Nomor 3), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Banjar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor
1);

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2015
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banjar
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor
7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor
5);

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banjar Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banjar Nomor 6);

Peraturan Bupati Banjar Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017
Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 16
Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017
Nomor 16), diubah sebagai berikut:

Ketentuan angka 5 dan angka 6 Pasal 1 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1

10.

11.

12.

13.

. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2.
3.

Bupati adalah Bupati Banjar.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Banjar.

. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

.Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset

Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan
Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah
Kabupaten Banjar.

. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,

Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Banjar.

. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas

tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah

Kontribusi Wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang
Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

. Badan adalah Sekumpulan Orang dan/atau Modal yang

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, Firma, Kongsi
Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan,
Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau
Organisasi Lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya
termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan bentuk usaha
tetap.

Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang
selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan atas
pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Mineral Bukan
Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Perundang-undangan di bidang Mineral dan
Batubara.

Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah
pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dari
sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk
dimanfaatkan.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender
atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan
Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang
menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung,
menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
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Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada
suatu saat dalam Masa pajak, dalam Tahun Pajak, atau
dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak,
penentuan besarnya pajak yang terutang sampai
kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta
pengawasan penyetorannya.

Sistem Self Assesment adalah Pajak yang terhitung,
diperhitungkan, dibayar dan dilaporkan sendiri oleh Wajib
Pajak.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banjar.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut
NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak
Daerah sebagai sarana dalam administrasi Perpajakan
Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri
atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan
Hak dan Kewajiban Perpajakan.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib
Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan
dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan
objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan
Daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau
telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui
tempat pembayaran yang ditunjukan oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan
Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah
masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat
Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
pajak yang telah ditetapkan.

Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk menjamin
tegaknyaPeraturan Perundang-Undangan agar
pelaksanaan pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.

Pengendalian adalah segala usaha mencakup kegiatan
pengaturan, penelitian dan pemanfaatan kegiatan
penambangan bahan galian mineral bukan logam dan
bantuan untuk menjaga kesinambungan keterbatasan
bahan galian.
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Judul BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II
HARGA PATOKAN DAN TARIF PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Dasar pengenaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
adalah nilai Jual hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam
dan Batuan.

(2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh
dengan mengalikan volume/tonase pengambilan mineral
bukan logam dan batuan dengan harga patokan setiap
jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(3) Harga patokan setiap jenis Mineral Bukan Logam dan
Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan
mineral dan batu bara.

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang
terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak 15
%(lima belas persen) dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan
ayat (6), Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
dilakukan oleh BPKPAD.

(2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut dengan
System Self Assessment yang memberikan kepercayaan
kepada Wajib Pajak untuk menghitung,
memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri
pajak terutang kepada BPKPAD.

(3) Wajib Pajak diwajibkan membayar Pajak terutang
berdasarkan surat ketetapan Pajak atau dibayar sendiri
oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan dan
melaporkan sendiri pajak yang terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), menggunakan SPTPD, SKPDKB,
dan/atau SKPDKBT.

(5) Wajib Pajak atau kuasanya wajib mengisi secara jelas,
benar dan lengkap dan menandatangani SPTPD, SKPDKB
dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
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(6) SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dapat diterbitkan oleh Bupati dalam jangka waktu lima
tahun sesudah saat terutangnya pajak dengan ketentuan:

a.SKPDKB diterbitkan apabila:

1) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan
lain, pajak yang terutang ternyata tidak atau kurang
dibayar oleh wajib pajak.

2) SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam
jangka waktu sepuluh hari dan setelah ditegur secara
tertulis selama tiga kali tetap tidak disampaikan pada
waktunya sebagaimana telah ditentukan dalam surat
teguran.

3) Kewajiban wajib pajak untuk mengisi SPTPD tidak
dipenuhi.

b.SKPDKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru dan
data yang semula belum terungkap yang menyebabkan
penambahan jumlah pajak terutang.

(7) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)
sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat
dibayar dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(8) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dikenakan
sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100 %
(seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(9) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi
persyaratan yang telah ditentukan dapat memberikan
persetujuan kapada Wajib Pajak untuk mengangsur
pembayaran dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua
persen) perbulan.

Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7

(1) Instansi Pengelola Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan adalah BPKPAD.

(2) BPKPAD mempunyai kewenangan pemungutan pajak
meliputi pembayaran, penagihan, pembukuan/pelaporan,
pendataan, penghitungan dan penetapan

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8

Pelaksanaan pengawasan Izin Lingkungan, Izin Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang izin lingkungannya
belum dilakukan perubahan oleh instansi teknis dalam
bidang lingkungan hidup Provinsi, merupakan kewenangan
perangkat daerah yang menyelenggarakan unsur lingkungan
hidup.
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8. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab yakni
BAB VIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
KETENTUAN PERALIHAN

9. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni
Pasal 9A , sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku terhadap hak
dan kewajiban Wajib Pajak yang belum terselesaikan sebelum
Peraturan Bupati ini diundangkan, penyelesaiannya
dilakukan berdasarkan harga standar yang ditetapkan oleh
instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan
Mineral Bukan Logam dan Batuan.

10. Ketentuan lampiran dihapus.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 11 Mei 2023

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR
Diundangkan di Martapura
pada tanggal 11 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 16



